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1.1 Latar Belakang

Suatu bangsa dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita kehidupannya
selalu bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang dilakukan
dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh potensi masing-masing
negara tersebut. Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun hingga saat
ini semakin meningkat dengan pesat, sehingga menyebabkan berbagai masalah
yang muncul di masyarakat semakin beragam. Sebagai masyarakat yang berjiwa
sosial, masyarakat wajib memiliki kesadaran akan peduli terhadap segala sesuatu
yang ada disekitarnya (Kaelan, 2014:18 ).

Kelestarian lingkungan sangat bergantung pada setiap kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat. Masing-masing individu memiliki tanggung jawab
yang sama dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Karena jumlah
penduduk di Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang
tinggi bisa mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola
konsumsi masyarakat memberikan banyak kontribusi dalam menimbulkan jenis
sampah yang semakin beragam, antara lain sampah plastik yang berbahaya dan
sulit diurai oleh proses alam dan selama ini sebagian besar masyarakat masih
memandang bahwa sampah merupakan barang sisa yang tidak berguna, bukan
sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Plastik merupakan bahan
polimersintesis yang dibuat melalui proses polimerisasi yang tidak dapat lepas
dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang umumnya dapat kita lihat dalam
beragam bentuk kemasan atau pun penggunaannya pada alat-alat listrik dan

peralatan rumah tangga (Silalahi, 1996:14).



Sampah plastik menjadi salah satu bahan yang sering digunakan oleh
masyarakat untuk berbagai hal, salah satunya adalah untuk membawa barang hasil
belanja. Di samping kegunaannya tersebut, plastik juga sering digunakan sebagai
bungkus makanan ringan atau pun sebagai bahan campuran untuk membuat
berbagai hiasan. Plastik juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan sekitar jika
sudah tidak digunakan lagi. Selain bisa menyebabkan kerusakan pada tanah,
sampah plastik juga berbahaya terhadap lingkungan air. Limbah plastik yang
menumpuk akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang
sembarangan termasuk membuang di selokan atau pun di sungai dapat
menyebabkan pencemaran lingkungan, banjir serta dapat menyebabkan timbulnya
zat berbahaya yang dapat mengakibatkan hewan-hewan penghuni sungai mati.
Sampah berbahan plastik termasuk jenis sampah yang paling banyak
menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama di beberapa daerah-daerah yang
sudah dipadati oleh perusahaanperusahaan industri. Hampir setiap orang tidak
akan terlepas dari penggunaan plastik dalam aktivitasnya sehari-hari. Penggunaan
plastik yang terus meningkat mengakibatkan jumlah produksi plastik dari tahun ke
tahun juga mengalami peningkatan.

Penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari menjadi terlihat
sangat meningkat sehingga menyebabkan ketergantungan manusia pada plastik
semakin tinggi. Harganya yang murah sehingga mudah untuk ditemukan dan
mudah digunakan telah membuat kantong plastik menjadi bagian dari hidup
masyarakat. Masih ada kemasan makanan dan pembungkusan barang
menggunakan plastik dan kantong plastik, belum lagi plastik untuk kebutuhan lain

seperti peralatan dan perabotan rumah tangga, mainan anakanak, alat olahraga,



peralatan elektronik maupun medis. Sehingga untuk menekan laju peningkatan
sampah plastik tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah banyak
berupaya untuk menetapkan kebijakan demi terwujudnya kelestarian lingkungan.

Dalam penanganan masalah sampah plastik, pemerintah daerah berperan
penting dalam penanggulangan kerusakan lingkungan akibat sampah plastik
melalui Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah
otonomi. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian otonomi tidak hanya dalam
pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi yang diperkuat
dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Pelaksanaan otonomi
daerah di Indonesia didasarkan pada hukum dan undang-undang yang berlaku,
antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-2, pasal 18 ayat 1-

7, pasal 18 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2.

2. Ketetapan MPR Rl Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber
Daya Nasional yang
Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam
Kerangka NKRI.

3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi

Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.



4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang No0.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (revisi

UU No0.32 Tahun 2004).

Maka dari itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk berupaya dalam
menangani masalah sampah plastik dengan membuat peraturan perundang-
undangan. Apabila kita melihat salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali
yaitu Kabupaten Buleleng, merupakan kabupaten dengan kotanya yang memiliki
gelar Kota Pendidikan yaitu Kota Singaraja sedang memiliki masalah serius
dengan sampah plastik. Beberapa desa di Kabupaten Buleleng masih mengalami
ketergantungan terhadap kantong plastik dalam melakukan kegiatannya sehari-
hari. Masih ada masyarakat Kabupaten Buleleng yang menganggap bahwa
sampah plastik merupakan masalah kecil, kesadaran akan membuang sampah
pada tempatnya masih rendah, penggunaan plastik sekali pakai atau selanjutnya
disingkat PSP masih banyak digunakan dalam kegiatan jual beli kebutuhan sehari-
hari di warung-warung kecil, pedagang kaki lima, ataupun di pasar. Di samping
itu, terdapat kemasan makanan dan minuman yang dikemas dalam kemasan
plastik. Hal tersebut tentu berdampak pada volume sampah plastik yang tidak
pernah menurun di Kabupaten Buleleng. Sehingga Pemerintah Daerah Provinsi
Bali telah melakukan berbagai upaya kebijakan dalam mengatasi permasalahan
tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk

mengatasi  permasalahan tersebut adalah dengan membentuk Peraturan



Perundang-Undangan. Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah membuat Peraturan
Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah
Plastik Sekali Pakai. Peraturan tersebut sebagai bentuk pencegahan, pengendalian,
penanggulangan, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah,
khususnya sampah kantong plastik. Di Kabupaten Buleleng masih ada pelaku
usaha yang menjual produk dalam kemasan plastik sekali pakai dikarenakan
masyarakat memiliki kecenderungan menginginkan hal-hal yang bersifat praktis,

sehingga penggunaan plastik sekali pakai sulit untuk dibatasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang
Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Pasal 2 menyebutkan bahwa,
“Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi pedoman untuk Pemerintah
Daerah dalam perumusan kebijakan teknis di bidang Pembatasan Timbulan

Sampah Plastik Sekali Pakai, dengan cara:

a. Menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan
lingkungan hidup;

b. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk penggunaan
PSP;

c. Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh pengguna PSP;

d. Menjamin dan menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan

kelestarian ekosistem;



e. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari
ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang
disebabkan oleh pengguna PSP;

f. Menjamin generasi masa depan untuk tidak bergantung pada
penggunaan PSP, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; dan

g. Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam
perlindungan lingkungan hidup.”

Penggunaan dan pengurangan kantong plastik dapat dilakukan dengan cara
yang lebih ramah lingkungan terkait dengan mengolah sampah kantong plastik
adalah dengan melakukan 3R (Reuse, Reduce, Recycle). Kantong plastik tergolong
barang sekali pakai sehingga hanya digunakan sebagai wadah sementara yang
akan menjadi sampah. Penggunaan kantong plastik berlebihan telah menjadi
permasalahan terhadap lingkungan Kabupaten Buleleng karena sampah kantong
plastik yang dihasilkan oleh seluruh pengguna kantong plastik menjadi salah satu
faktor penyebab Global Warming dan kantong plastik yang tidak ramah
lingkungan itu baru dapat terurai setelah membutuhkan kurun waktu yang sangat
lama.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang
Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, terdapat realita di masyarakat
yang bertentangan dengan peraturan tersebut, yaitu di dalam pasal-pasal sebagai
berikut.

1. Pasal 6
(1) Setiap Produsen wajib memproduksi Produk Pengganti PSP.

(2) Setiap Distributor wajib mendistribusikan Produk Pengganti PSP.

(3) Setiap Pemasok wajib memasok Produk Pengganti PSP.



(4) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia PSP wajib menyediakan Produk
Pengganti PSP.

2. Pasal 7

(1) Setiap Produsen dilarang memproduksi PSP.

(2) Setiap Distributor dilarang mendistribusikan PSP.

(3) Setiap Pemasok dilarang memasok PSP.

(4) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia PSP dilarang menyediakan PSP.
3. Pasal 13

Masyarakat berhak :
a. Mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai bahan/alat
pengganti yang ramah lingkungan; dan
b. Menolak penggunaan PSP dari Penyedia PSP.
4. Pasal 14
(1) Masyarakat berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
(2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk :

a. tidak menggunakan PSP dalam kegiatan sehari-hari; dan

b. aktif melakukan pencegahan penggunaan PSP.

Berkaitan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, dapat
dilihat bahwa telah terjadi kesenjangan antara fakta-fakta di lapangan (das sein)
dengan apa yang diatur menurut aturan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan
(das sollen), sehingga menimbulkan suatu permasalahan hukum. Adapun terhadap
permasalahan hukum tersebut penting untuk dibahas lebih lanjut. Maka penulis
tertarik untuk mengkaji terkait permasalahan tersebut ke dalam bentuk proposal
skripsi dengan judul: “IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN

SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI KABUPATEN BULELENG”.



1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan peneliti diatas,
maka peneliti memberikan identifikasi yang akan dijadikan bahan penelitian
sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan antara fakta-fakta di lapangan (das sein) dengan apa
yang seharusnya terjadi menurut Peraturan Gubernur Nomor Bali 97 Tahun
2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (das sollen).

2. Adanya ketergantungan masyarakat Kabupaten Buleleng terhadap penggunaan
Plastik Sekali Pakai (PSP) sehingga mengesampingkan ketentuan yang ada
pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan
Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

3. Adanya dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan dalam

penggunaan plastik sekali pakai.

4. Masih ada pelaku usaha yang menjual produk dalam kemasan plastik sekali
pakai di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai
materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar
isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok
permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga dapat diuraikan secara sistematis.
Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan maka
diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan
dibahas. Terkait penelitian ini, penulis memberikan batasan pada ketergantungan

masyarakat Kabupaten Buleleng dalam menggunakan Plastik Sekali Pakai (PSP)



dan Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang
Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Buleleng.
1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini
yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018
tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten
Buleleng ?

2. Bagaimana upaya pemerintah dalam  menanggulangi
ketergantungan masyarakat = Kabupaten Buleleng dalam
penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP) ?

1.5 Tujuan Penelitian
1.5.1 Tujuan Umum
Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang
penulisan hukum lingkungan khususnya terkait dengan implementasi
Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan
Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Buleleng.
1.5.2 Tujuan Khusus
a. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan implementasi Peraturan
Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan
Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Buleleng.
b. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan ketergantungan
masyarakat Kabupaten Buleleng dalam penggunaan Plastik Sekali Pakai

(PSP).
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1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan

referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum nasional

maupun hukum lingkungan, secara khusus mengenai implementasi Peraturan

Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah

Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Buleleng, serta menjadi pedoman penulis

lain dalam membuat penelitian yang sejenis.

1.6.2 Manfaat Praktis

a.

b.

Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan
kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan
perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai implementasi
Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan
Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Buleleng yang
selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai adanya
larangan dalam penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP) pada Peraturan
Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan
Sampah Plastik Sekali Pakai, sehingga masyarakat bisa mengetahui
apakah penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP) tersebut sudah sesuai

dengan aturan atau tidak.



C.
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Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembutan
undangundang dengan memperhatikan kegiatan masyarakat dalam
memenuhi  kebutuhan hidup sehari-hari sehingga tidak terjadinya

pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.



